
Menimbang 

Mengingat 

BUPATIENREKANG 

PPROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR l9 TA+-IUN ?-016 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

BALAI BENIH HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Enrekang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai 

Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Tahun 

1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 34 78); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
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227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5360); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

22); 

10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21); 

11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 52 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Petemakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang (Berita 
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 52); 
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(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(3) Jabatan Fungisional diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati atas usul Kepala Dinas. 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 

horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada 

bawahannya dan dibantu oleh tenaga fungsional sesuai bidang 

keahliannya. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang. 

AERAH KABUPATEN ENREKANG, 

CHAIRUL LATANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 

NOMOR l9 

Ditetapkan di Enrekang 
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Diundangkan di Enrekang 

Pada tanggal 
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LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR \9 T�Ut-\ �0\8 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS BALAI BENIH 

HOLTIKULTURA PADA DINAS 

PERTANIAN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI BENIH HOLTIKULTURA 

KEPALA UPT 

KEPALA SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 


